
 
 
 
 

Jl. Dewi Sartika No. 54 Kel. Kepatihan 
Kec. Kaliwates - Kab. Jember 

 

Telepon : (0331) 5102770  

Surel : set.jember@bawaslu.go.id  
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Nomor  : 498/PM.00.02/K.JI-07/10/2024                                       25 Oktober 2024 

Sifat  : Penting 

Lampiran : - 

Perihal  : Imbauan 

  

Yth. Ketua KPU Kabupaten Jember 

di- 

 Jember 

 

A.  Dasar Hukum 

 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;  

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;  

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;  

 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah menjadi 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan 

Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota; 

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penangan 

Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 
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9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota; 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota; 

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman 

Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan 

Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. 

B.  Imbauan 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten Jember 

mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk 

Tahapan Kampanye, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi 

pelanggaran pemilihan, Bawaslu Kabupaten Jember mengimbau kepada KPU Kabupaten 

Jember agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon adalah Bagian dari 

Metode Kampanye; 

2. KPU Kabupaten Jember memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka 

antarPasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali; 

3. Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah Kabupaten 

Jember; 

4. Moderator debat dipilih oleh KPU Kabupaten Jember dari kalangan profesional dan 

akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah 

satu calon; 

5. Moderator sebagaimana dimaksud dipilih oleh KPU Kabupaten Jember setelah 

mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye; 

6. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap 

penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon; 

7. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon 

dalam rangka: 

a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

b. memajukan daerah; 

c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 

d. menyelesaikan persoalan daerah; 

e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi 

dengan nasional; dan 

f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. 
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8. Selain materi debat sebagaimana dimaksud materi debat Pasangan Calon mengacu 

pada materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 

tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota. 

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan 

terimakasih. 

 

 

KETUA,  

 

 

 

 

 

 

SANDA ADITYA PRADANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan: 

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur; 

2. Arsip 
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